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SEKAPUR SIRIH 
PIMPINAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI

s
negara dinamakan gratifikasi. Sejak
disahkannya Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, mereka berkewajiban untuk
menolak setiap penerimaan gratifikasi
yang berhubungan dengan jabatan
dan berlawanan dengan tugas atau
kewajiban penerima. Apabila karena
kondisi tertentu tidak bisa menolak, maka
melaporkan penerimaan tersebut kepada
KPK merupakan upaya kedua untuk
membebaskan dari ancaman hukuman.

Direktorat Gratifikasi KPK melakukan
sosialisasi pengendalian gratifikasi secara
rutin kepada seluruh pegawai negeri dan
penyelenggara negara di kementerian/
lembaga/organisasi/pemerintah daerah
di seluruh wilayah Indonesia. Sosialisasi
tersebut bertujuan untuk memberikan
gambaran umum tentang gratifikasi serta
ancaman pidana bagi pegawai negeri dan
penyelenggara negara yang menerima
gratifikasi. Harapannya, pegawai negeri
dan penyelenggara negara dapat menolak
pemberian gratifikasi yang ditawarkan
kepadanya. Namun demikian, suatu
peristiwa gratifikasi dapat terjadi juga 

egala bentuk pemberian kepada
pegawai negeri atau penyelenggara



karena adanya peran pihak pemberi.
Praktik ini lazim dilakukan oleh masyarakat
selaku pengguna layanan sebagai
ungkapan terima kasih atau dalam rangka
kerja sama pengadaan barang dan jasa
untuk pemerintah. Maka pembelajaran
dengan tidak memberikan gratifikasi
kepada penyedia layanan juga perlu
disampaikan.

Pemuka agama memainkan peran vital
dalam diseminasi informasi tentang
larangan memberikan gratifikasi kepada
pegawai negeri atau penyelenggara
negara. Mereka menjadi tempat rujukan
umat untuk memberikan fatwa perihal
hukum agama, tak terkecuali dalam
kaitannya dengan gratifikasi. Penyusunan
buku yang membahas gratifikasi dari
perspektif enam agama menjadi upaya
bersama KPK dengan Kementerian Agama
Republik Indonesia untuk menguatkan
budaya integritas. Melalui ayat-ayat yang
berkisah para nabi, sahabat, atau tokoh
lain yang tertulis dalam masing-masing
kitab suci, masyarakat dapat memahami
larangan praktik gratifikasi dengan benar.

Akhir kata, kami berharap bahwa buku ini
dapat memperkaya khazanah pengetahuan
kita tentang gratifikasi, terutama dari
perspektif enam agama di Indonesia.

Jakarta, Desember 2019

Pimpinan KPK

v



GRATIFIKASI 
DALAM 
PERSPEKTIF AGAMA

SEKAPUR SIRIH 
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTRIAN AGAMA

negara yang bersih dan bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme (KKN) dengan
menerbitkan Peraturan Menteri Agama
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2015 tentang Pengendalian Gratifikasi
pada Kementerian Agama. Ruang lingkup
pengendalian gratifikasi sesuai dengan
peraturan ini, meliputi mekanisme
pelaporan gratifikasi, pembentukan Unit
Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan upaya
pencegahan gratifikasi.

Pejabat/pegawai Kementerian Agama
dilarang menerima dan memberikan
gratifikasi dari/kepada pihak ketiga atau
pihak yang memiliki kepentingan atas
inisiatif sendiri maupun orang lain, baik
secara langsung maupun tidak langsung.
Selain itu, pejabat/pegawai Kementerian
Agama wajib menolak pada kesempatan
pertama apabila ditawarkan dan/atau
diberikan hadiah/cinderamata dan/atau
hiburan (entertainment) secara sopan dan
santun.

Upaya pengendalian gratifikasi di
Kementerian Agama tidak hanya menjadi
kewajiban seluruh pejabat/pegawai 

ementerian Agama berkomitmen
untuk mewujudkan penyelenggaraanK



yang bekerja di dalamnya, tetapi juga
masyarakat. Masyarakat dapat berperan
serta sebagai mitra Kementerian Agama
untuk mencegah terjadinya praktik
gratifikasi dengan tidak memberikan
gratifikasi kepada pejabat/pegawai negeri.
Untuk mendukung gerakan ini, perwakilan
dari Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat lima agama (Islam, Kristen, Katolik, 
Hindu, Buddha) dan Pusat Bimbingan dan 
Pendidikan Khonghucu bersama KPK telah 
menyusun buku Gratifikasi dalam Perspektif 
Agama sebagai upaya pengendalian segala 
bentuk pemberian dari masyarakat melalui 
pendekatan ajaran enam agama.

Penyuluh Agama di seluruh pelosok negeri
dapat menggunakan buku ini sebagai
panduan sosialisasi kepada masyarakat
agar memahami tentang larangan
memberi gratifikasi dari perspektif masing-
masing agama dalam rangka mewujudkan
pemerintahan yang bersih dari KKN,
khususnya praktik gratifikasi.

Semoga terbitnya buku Gratifikasi dalam
Perspektif Agama dapat menambah
khazanah pengetahuan dan wawasan kita
tentang gratifikasi dari perspektif ajaran
enam agama yang ada di Indonesia.

Jakarta, Desember 2019

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
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Bila seorang raja bertanya: ‘Apakah 
yang dapat menguntungkan negriku?’ 
Maka para pejabat akan bertanya: 
“Apakah yang dapat menguntungkan 
keluargaku?’ dan rakyatpun akan 
bertanya: ‘Apakah yang dapat 
menguntungkan diriku?’ Bila yang 
berkedudukan tinggi maupun rendah 
hanya berebut keuntungan niscaya 
negara berada dalam keadaan bahaya.

(Mengzi 1A:4)

“

”



Memberi dan Menerima adalah dua hal 

yang wajar dalam kehidupan manusia. 
Bahkan ciri utama dalam kehidupan yang 
dipenuhi unsur timbal balik atau yin yang 
dalam pemahaman Agama Khonghucu 
adalah Memberi dan Menerima.

Seiring dengan perubahan-perubahan yang 
terjadi dalam kehidupan dari waktu ke 
waktu, nilai ketulusan yang sejatinya ada di 
dalam Memberi dan Menerima mengalami 
tambahan-tambahan maksud dan tujuan 
sehingga timbulah efek samping berupa 
kecurigaan dan hilangnya kepercayaan 
diantara pemberi dan penerima, atau 
bahkan sebaliknya melahirkan harap-harap 
yang mengandung kepentingan.

Dewasa ini sering ditemui kasus-kasus 
pemberian sesuatu kepada pihak-pihak yang 
memiliki kewenangan mengeluarkan 
kebijakan dengan tujuan menyesuaikan arah 
kebijakan yang dihasilkan dengan 
kepentingan si pemberi. Pemberian seperti 
inilah yang kemudian dikenal dengan istilah 
Gratifikasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
gratifikasi [gra·ti·fi·ka·si] merupakan kata 
nomina (kata benda) yang mempunyai arti 
uang hadiah kepada pegawai di luar gaji 
yang telah ditentukan. Sedangkan menurut 
pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) definisi dan dasar hukum Gratifikasi 
dijelaskan menurut penjelasan Pasal 12B UU 
No. 20 Tahun 2001, yaitu: 

“Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi 
pemberian uang, barang, rabat (discount), 
komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket 
perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan 
wisata, pengobatan cuma-cuma, dan 
fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik 
yang diterima di dalam negeri maupun di 
luar negeri dan yang dilakukan dengan 
menggunakan sarana elektronik atau tanpa 
sarana elektronik."
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Namun ada pengecualian yang diatur 
menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 
2001 Pasal 12 C ayat (1) :

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika 
penerima melaporkan gratifikasi yang 
diterimanya kepada Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi." 

Ditegaskan pula melalui peraturan yang 
mengatur Gratifikasi, yaitu pada pasal 12B 
ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, 
berbunyi "Setiap gratifikasi kepada pegawai 
negeri atau penyelenggara negara 
dianggap pemberian suap, apabila 
berhubungan dengan jabatannya dan 
berlawanan dengan kewajiban atau 
tugasnya." 

Maka menjadi jelas, bahwa Gratifikasi 
merupakan hal yang tidak diperkenankan 
terjadi diantara kita semua, baik sebagai 
pihak pemberi maupun penerima.

Agama Khonghucu mengajarkan umatnya 
untuk senantiasa menjunjung nilai-nilai 
yang mendukung sikap memuliakan 
hubungan. Tidak terkecuali memuliakan 
hubungan dengan sesama manusia atau 
menjaga hubungan baik. Hubungan baik 
yang dijaga tentunya harus berlandaskan 
kebajikan, dimana dalam hubungan baik 
tersebut terkandung nilai ketulusan yang 
jauh dari keinginan untuk saling 
memanfaatkan. 

NAMA BAIK ADALAH WARISAN

“Tiap benda itu mempunyai pangkal dan 
ujung, dan tiap perkara itu mempunyai 
awal dan akhir. Orang yang mengetahui 
mana yang perlu didahulukan dan mana 
yang boleh dikemudiankan, ia sudah dekat 
dengan Jalan Suci." (Daxue Utama : 3)



Gratifikasi bukanlah fenomena baru, 
melainkan sudah sejak lama ada dan terjadi 
di banyak tempat. Salah satu cerita yang 
melukiskan fenomena ini dapat dibaca di 
dalam buku "Menuju Masyarakat Anti 
Korupsi, Perspektif Agama Khonghucu" 
Cerita yang dimuat oleh Ws. Mulyadi 
sebagai bagian dari tulisannya mengisahkan 
seorang pejabat jujur, yaitu Gubernur Yang 
Zen. Ringkas cerita, Gubernur Yang Zen 
merekomendasikan seorang pelajar yang 
rajin membaca dan membahas kitab-kitab 
suci bernama Wang Mi untuk menjadi 
seorang bupati. Kaisar menyetujuinya dan 
segera melantik Wang Mi menjadi bupati di 
Chang Yi. 

Sepanjang jabatannya, Wang Ming dapat 
menjalankan pemerintahannya dengan baik 
sehingga rakyat menyukainya. Suatu ketika 
gubernur Yang Zen melakukan perjalanan 
Dinas dan singgah di Chang Yi. Bupati Wang 
Mi sangat gembira dan mengadakan jamuan 
penyambutan. Ketika perjamuan usai 
tinggalah Wang Mi dan gubernur Yang Zen 
berdua sedang berbincang-bincang. Wang 
Mi menyampaikan rasa terima kasihnya 
karena telah direkomendasikan gubernur 
Yang Zen sebagai seorang bupati. Sebagai 
ungkapan rasa terima kasihnya Wang Mi 
menyerahkan hadiah berupa batangan emas 
kepada gubernur. Sebagai pejabat yang 
lurus maka hadiah dari Wang Mi ditolaknya. 
Ia menasehati Wang Mi agar tidak sesekali 
menerima hadiah apapun terkait jabatan 
yang diembannya. 

Demikianlah Yang Zen memahami betul apa 
yang harus didahulukan dan 
dikemudiankan, baginya mewariskan nama 
baik kepada keturunannya itu jauh lebih 
bernilai daripada mewariskan harta yang 
diperoleh dengan cara yang tidak jujur.
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MENGENDALIKAN KEINGINAN
Menjalani kehidupan senantiasa dipenuhi 
oleh keinginan-keinginan. Tidak jarang 
keinginan-keinginan tersebut tidak dapat 
dikendalikan akibat merasa terlalu nyaman 
saat keinginan tersebut terpenuhi. Di dalam 
agama Khonghucu, hal mengendalikan 
keinginan merupakan salah satu cara 
Membina Diri, dimana dalam 
menjalankannya diperlukan disiplin diri 
untuk mau Memperbaiki Diri ketika disadari 
bahwa keinginan telah tidak terkendali.

“Kaya dan berkedudukan mulia adalah 
keinginan tiap orang, tetapi bila tidak dapat 
dicapai dengan Jalan Suci, janganlah 
ditempati. Miskin dan berkedudukan 
rendah adalah kebencian tiap orang, tetapi 
bila tidak dapat disingkiri dengan Jalan 
Suci, janganlah dihindari.” (Lunyu IV : 1)

Demikianlah tantangan dalam kehidupan, 
jika harus miskin demi kebenaran maka 
kemiskinan tersebut justru merupakan 
Jalan Suci yang harus ditempuh dengan 
tulus tanpa keluh gerutu. Menerima 
bantuan dalam keadaan susah merupakan 
berkah, namun perlu dikaji kelayakan 
bantuan tersebut, apakah sudah selaras 
dengan Cinta Kasih, artinya sudah diyakini 
ketulusan yang menyertainya; apakah 
sudah sesuai dengan kebenaran, artinya 
tidak ada ketentuan yang dilanggar; apakah 
sudah sesuai dengan kesusilaan, artinya 
tidak menyalahi norma-norma yang 
berlaku di lingkungan sekitar kita; dan 
apakah bijaksana apabila bantuan tersebut 
diterima, artinya tidak ada hal-hal yang 
mengakibatkan penyesalan dikemudian 
hari maupun penyesalan dari pihak lain.  



KETELADANAN

Di sisi lain, jika layak menjadi kaya, mulia, dan 
berkedudukan, maka itupun merupakan 
Jalan Suci yang harus ditempuh dengan 
mawas diri dan tetap rendah hati. 
Memberikan bantuan sebagai kemurahan 
hati dengan ketulusan dan rasa syukur 
karena memiliki kesempatan untuk membina 
hubungan baik, tidak terkotori oleh pamrih 
yang mengandung kepentingan. Jika diberi 
kesempatan untuk melayani sesama, 
lakukanlah hal tersebut sebagai suatu 
kewajiban yang harus dijalankan dengan 
penuh dedikasi dan kejujuran.

Di dalam membangun masyarakat yang 
bersih dari gratifikasi diperlukan adanya 
pembangunan mental yang bertujuan 
membentuk jiwa-jiwa yang tulus, tidak 
mudah mengeluh, bersedia bekerja keras, 
penuh rasa syukur, dan disiplin dalam 
mengendalikan keinginan. Hal ini telah 
diupayakan pemerintah melalui berbagai 
peraturan dan kebijakan yang dirancang 
sedemikian rupa dengan tujuan terciptanya 
suatu tatanan masyarakat yang tertib dan 
berdedikasi. Maka setiap individu masyarakat 
perlu menyadari dan memahami, bahwa 
semua upaya pemerintah ini adalah untuk 
kebaikan bersama. Jika ditemukan adanya 
kekurangan atau ketidaksempurnaan dalam 
setiap upaya pemerintah, hendaknya 
masyarakat tidak mudah bersikap 
demonstratif yang menjurus destruktif, 
namun tetap mengedepankan sikap 
persaudaraan yang menjunjung keluasan hati 
dan pikiran.

“Bila seorang raja bertanya: 'Apakah yang 
dapat menguntungkan negriku?' Maka para 
pejabat akan bertanya: “Apakah yang dapat 
menguntungkan keluargaku?' dan rakyatpun 
akan bertanya: 'Apakah yang dapat 
menguntungkan diriku?' Bila yang 
berkedudukan tinggi maupun rendah hanya 
berebut keuntungan niscaya negara berada 
dalam keadaan bahaya.” (Mengzi 1A : 4)
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Mewujudkan harapan terciptanya suatu 
keadaan yang baik tidak dapat 
digantungkan pada orang lain. Semua 
upaya perlu dimulai dari diri sendiri. Ibarat 
orang mencoba melepaskan anak panah 
agar tepat pada sasaran, jika meleset maka 
yang perlu diperiksa adalah kesalahan yang 
dilakukan mulai saat membentangkan 
busur hingga anak panah melesat. Apabila 
kita memiliki sikap dengan mudahnya 
menyalahkan orang lain sebagai penyebab 
kegagalan dari upaya yang kita lakukan 
tidak akan memberikan manfaat positif 
bagi kita.

Apa yang sedang kita upayakan bersama 
adalah memerangi tindak korupsi. Maka 
kontribusi penting yang dapat kita berikan 
adalah menjadikan diri sendiri sebagai 
teladan untuk tidak korupsi dan membantu 
menciptakan kondisi dimana tindak korupsi 
dapat dicegah. Tanpa kita sadari, seringkali 
tindak korupsi justru terjadi akibat 
kesempatan-kesempatan yang kita buka, 
maka mencermati pemikiran, perkataan, 
dan perbuatan kita sendiri akan dapat 
membantu pencegahan tindak korupsi.

“Jadikanlah dirimu pelopor dalam berjerih 
payah melaksanakan tugas….Pantang 
merasa capai” (Lunyu XIII : 1)

“Makna memerintah ialah meluruskan. Bila 
kamu menjadi pelopor berbuat lurus, 
siapakah berani berbuat tidak lurus?”      
(Lunyu XII : 17)






